BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 54 TAHUN 2017
TENTANG

PENCATATAN SALDO AWAL ENTITAS AKUNTANSI TAHUN
ANGGARAN 2017 AKIBAT PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto,
terdapat perubahan perangkat daerah selaku entitas
akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
bahwa  Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi harus
melakukan pengelolaan anggaran, kekayaan dan
kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan
menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi
yang diselenggarakan dengan berpedoman kepada
Standar, Kebijalgan dan Sistem Akuntansi Pemerintah;
bahwa  untuk dapat memenuhi karakteristik
laporan keuangan sebagai proses akuntansi dan
langkah awal pelaksanaan kegiatan akuntansi Satuan
Kerja Perangkat Daerah, maka harus dilakukan
pencatatan saldo awal akun;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf
¢, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pencatatan Saldo Awal Entitas Akuntansi Tahun
Anggaran 2017 Akibat Perubahan Perangkat
Daerah;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENCATATAN SALDO AWAL ENTITAS AKUNTANSI
TAHUN ANGGARAN 2017 AKIBAT PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Mojokerto.

2. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.

3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

5. Perangkat Daerah yang memberi adalah Perangkat Daerah
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

6. Perangkat Daerah yang menerima adalah Perangkat Daerah
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

7. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya = wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

8. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu
atau lebih entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

9. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran,pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan
kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas
hasilnya.

10. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

11. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban,
aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual,
serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam
pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

12. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu
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terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan
suatu entitas mengenai aset, utang dan ekuitas pada tanggal
tertentu.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun
masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Saldo awal adalah nilai awal dari tiap-tiap akun.

Akun adalah daftar atau tempat yang digunakan untuk mencatat
dan menggolongkan tiap-tiap transaksi yang mengakibatkan
perubahan-perubahan pada aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan,
beban dan belanja.

Jurnal adalah catatan akuntansi pertama setelah bukti transaksi
yang merupakan kegiatan pencatatan dasar atau permulaan
pencatatan secara kronologis berupa pendebitan dan pengkreditan
transaksi keuangan yang telah terjadi serta penjelasannya.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CalLK
adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE dalam rangka pengungkapan
yang memadai.

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang
diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas
pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi
lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat
disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan
yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas
pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu
entitas tunggal.
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Pasal 2
Saldo awal akun neraca pada laporan keuangan Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017 dicatat sesuai nilai saldo akhir akun Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2016.
Perangkat Daerah yang terbentuk bedasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 sebagai entitas akuntansi mencatat saldo awal
akun Tahun Anggaran 2017 dengan nilai O (nol) Rupiah.
Rincian pencatatan saldo awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Saldo awal akun neraca pada laporan keuangan Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2017 yang berubah nomenklatur dicatat
sesuai nilai saldo akhir akun Perangkat Daerah Tahun Anggaran
2016.

Rincian Perangkat Daerah yang berubah nomenklatur
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan Perangkat Daerah berdampak pada adanya perpindahan hak
dan kewajiban entitas akuntansi, sehingga proses perpindahan/mutasi

hak dan kewajiban harus dicatat sebagai transaksi dalam proses

akuntansi, dengan melakukan jurnal mutasi pada tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 5

Jurnal atas mutasi hak dan kewajiban, terdiri dari :

(1)

(2)

(3)

Jurnal atas mutasi piutang dilakukan atas dasar Berita Acara
Serah Terima piutang dari Perangkat Daerah yang memberi dan
Perangkat Daerah yang menerima. Daftar Perangkat Daerah yang
melakukan penjurnalan atas mutasi piutang sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III Nomor 1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Jurnal atas mutasi penyisihan piutang dilakukan atas dasar Berita
Acara Serah Terima penyisihan piutang dari Perangkat Daerah yang
memberi dan Perangkat Daerah yang menerima. Daftar Perangkat
Daerah yang melakukan penjurnalan atas mutasi penyisihan piutang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Nomor 2 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Jurnal atas mutasi persediaan dilakukan atas dasar Berita Acara
Serah Terima persediaan dari Perangkat Daerah yang memberi dan
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Perangkat Daerah yang menerima. Daftar Perangkat Daerah yang
melakukan penjurnalan atas mutasi persediaan sebagaimana
tercantum Lampiran III Nomor 3 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Jurnal atas mutasi aset tetap dilakukan atas dasar Berita Acara Serah
Terima aset dari Perangkat Daerah yang memberi dan Perangkat
Daerah yang menerima. Daftar Perangkat Daerah yang melakukan
penjurnalan atas mutasi aset tetap sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III Nomor 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini, dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah.

(5) Jurnal atas mutasi aset lain-lain dilakukan atas dasar Berita Acara
Serah Terima aset dari Perangkat Daerah yang memberi dan Perangkat
Daerah yang menerima. Daftar Perangkat Daerah yang melakukan
penjurnalan atas mutasi aset lain-lain sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III Nomor 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini, dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah.

(6) Jurnal atas mutasi pendapatan diterima dimuka dilakukan atas dasar
Berita Acara Serah Terima persediaan dari Perangkat Daerah yang
memberi dan Perangkat Daerah yang menerima. Daftar Perangkat
Daerah yang melakukan penjurnalan atas mutasi persediaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Nomor 6 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Jurnal atas mutasi utang beban dilakukan atas dasar Berita Acara
Serah Terima utang beban dari Perangkat Daerah yang memberi dan
Perangkat Daerah yang menerima. Daftar Perangkat Daerah yang
melakukan penjurnalan atas mutasi persediaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Nomor 7 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat
(1) sampai dengan huruf (7) harus dilakukan selambat-lambatnya pada
tanggal 14 Januari 2017 dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 7
Perpindahan/mutasi hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dan Pasal 5 harus diungkap secara memadai dalam



Catatan atas Laporan Keuangan entitas akuntansi dan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai

Laporan Konsolidasi.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal /& Desember 2017

BUPATI MOJOKERTO,
’e
MUSTOF AL PASA
Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal @ Dasember 0/
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 57



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR B4TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENCATATAN SALDO AWAL ENTITAS AKUNTANSI TAHUN ANGGARAN 2017 AKIBAT PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

RINCIAN SALDO AWAL AKUN NERACA PADA LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Perangkat Daerah Berdasarkan PP 41 . Kas di Bendahara | Kas di Badan Lay ‘Kas di Bendahar _ z : | Penyisinan  Piutang Lain-lain
RO “Tahun 2007 EaalE e Penerimaan Umum Daerak JKK Kapitasi. SR ERESEEEAIAK peanc Pintang PAD Yang Sah
=— BT 2 37 SE 4 =5 €8 SE 3 9= 10 =
|_| Dinas Pendidikan 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 | Dinas Keseh 0.00 15.511.000,00 0,00]___11.950.941.544.00 0,00 0,00 480 482.000,00 0.00 0 0,00
3 | RSUD Prof. Dr.Sockandar 0.00 52 672 967,00 12.948 250 042,02 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 9.729.804.927,00]___#1.748451,10 0,00
4 | RSUD RA. Basunl 0,00 33,135 625,00 5.615 25] 086,40 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 1.961.873.039,00 0.00 0,00
5 | Dinas PU Pengairan 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 — 000 0,00 0.00 0.00]
6 | Dinas PU Bina Marga 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00’ 0,00 0, 0,00 0,00 0,00 0,00/
7 | Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
| el e s 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g | 2 iuan Epdbungssy Hemusliasldin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|  1.207.369.939,31|  -174.669.833,00 0,00 0.00 0,00
10| Badan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
1 :1'“:1” Repemdudulan dan Iy 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
| lsipt
i3 [DARER DemberiaTaan Remmmplan dan 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 | Dinas Sosial 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00] 0,00 0.00] 0.00 0,60 0,00
14 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 | Dinas Koperasi dan UMKM 0.00 0,00 0.00 0,00 o 0.00 0,00 0.00) 0,00 0.00 0.00 0,00
yig [ Badan Perjjlonn Terpeda das 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Penanaman Modal
7] [ EE i Al Budipa e 0,00  54.158.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 61.503.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 | Badan Bangaa dan Politik 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 | Satuan Polisi Pamong Praja 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00,
20 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 | Sckretariat Daerah 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00]
22 | Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/
23 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Asct 194,804 666.598,66 0,00 0,00 0,00  65.000,000.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  15.230.000,00
24 | ShdaR Eepopamaian; Rendldian dan 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
25 | Innpektorat Kabupaten 0.00 9,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0.00 0,00, 0,00 0,00
26 | Dinas Pendapatan 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00]  102.978.160292.68] 773843 961 288,72 0,00 0,00 0,00 0,00
27 | Kecamatan Sooko 0,00 0,00 0,00 0.00] 0.00 0,00] 0,00 0,00] 0,00/ 0,00 0.00
28 | Kecamatan Trowulan 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 .00 0,00 0,00 0,00 0,00,
29 | Kecamatan Puri 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 | Kecamatan Bangsal 0.00 0,00 .00 0,00 0,00 0.00 0.00 o 9,00, 0.00 0,00
31 | Kecamatan Gedeg. 0,00 0,00 0.00 9,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
32 | Kecamatan Kemlagi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
33 | Kecamatan Jetis 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 __0,00 0,00 0,00 0,00
34 | Kecamatan Dawarblandong 0,00 0,00 0, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,
35 | Kecamatan Mojosari 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 | Kecamatan 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 o
| 37 | Kecamatan Ngoro 0,00 0.00 _ 000 0,00 0,00, 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
38 | Kecamatan Kutorejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 | Kecamatan Dlanggu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 | Kecamatan Gondang 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0.00 0,00
41 | Kecamatan Jatirejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] o 0,00 0,00
42 | Kecamatan Trawas 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0.00
43 | Kecamatan Pacet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 | Kecamatan Mojoanyar 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
45 | Kantor Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 1] 0.00
4% | Badan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00, 0, 0,00 _0,00] 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 | Kantor Perpustakaan Aralp dan Dok 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 | Dinas Pertanian 0,00 0,00 0, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
49 | Dinas Peternakan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 | Dinas Perind dan P " 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 35.468.000,00 -1.374.000,00 0,00 0.00
Jumlah 194.804 666,598.66] _ 155477.592,00] 18563501 128.42]  11.950.941.544.00] _ 65.000.000000,00] 102 978 16029268 77384961 288 72| 1784013726311  176043833,09] 13,691 677.96600] .81 738451 10
ey ——— : e = e B I IS — T
es - Da ~ h i I X r - }\ - W
Tahun 2016 f : ; bt R <
| e ke 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
]} v A 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 .00 I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
3 | Dinas Pangan dan Perikanan 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 I 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
i | Dinas llcasi dan Inf P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 o
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I »
HO, ST a 2007 I . FPiutang Lalnnya SUMLAIASELEANCAR | [y e rng.;nqj ASET TETAF JUMLAH ASET m“'
" h i B f
14 15 16 : 17 18 N 19 e gy R T 21 =
| | Dinas Pendidikan 0,00 0,00 571.245.100,00 571.245.101,00 0,00 1,324,234,276.452,18 -313.073.339.334,64 1.011,160.937,117,54
2 | Dinas Kesehatan 0,00 0,00] _ 11.192.129.476,00 23.639.064.022,00 0,00 169.175.312.074,88 -55.135 778.685,59 114.039 533,389,209 0,00
3 | RSUD Prof. Dr.8ockandar 0,00 0,00 4.428.100.896,98 27.077.080.384,90 0,00 132.686.832,243,00 63,134 848.076,18 69,551 984.166,82 0,00
4_| RSUD RA, Basunl 0,00 0,00 1.604.226.531,00 11.214 486 28540 0,00 54.826.375.768,00 -27.334,114.928 40 27.492.260.839,60 0,00
5_| Dinas PU Pengalran 0,00 0,00 139.003.000,00 139.003.005,00. 0,00, 384,385 282 020,50 -45.343.619.763,23 339.04] 662.257,27 0,00/
| 6 | Dinas PU Bina Ma 0,00 0,00 768.585.750,00] 76858575600 0,00 3,295 006.906.662,3: -812.622.518,328,80 2.482.384.368.333,52 0.00
7 | Dinas PU Clpta Karya dan Tata Ruang 0,00 0.00 0,00)  61.168.124.360,00 61.168.124.367,00 0,00 166.056.435 731,65 -29.386.753.719.39 136.669.682.012.26 0,00
i e 0,00 0,00 0,00 24.612.800,00 24.612.808,00 0,00 3.903.381.300,00 -2.710.960.540,00 1.192.420.760,00 0,00
0,00 0,00 0.00 216.667.060,00 1.249.367,175,22 0,00 64.735.692.208,50 13.096.626.070.45 51.639.066.138,05 0.00
0,00, 0,00 0,00 43.451.330,00 43.451.340,00 0,00 12.240 447,869,56 -5.305.202 347,96 6.935245.521,60 0,00
0.00 0.00 0.00 116.511.150,00 116.511.161,00 0,00 6.285.720.259.00 -2.822.068.672.45 3.463.651.586,55 0,00
12 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 0,00 0,00 0,00 484.070.559,00, 484.070.571,00 0,00 11.418,882.788,91 -4.867.031.521,12 6.551.851.267,79 0,00
13 | Dinas Soslal 0,00 0,00’ 0,00 18.420.750,00 18.420.763,00 0,00 B.284.479 400,00 -1.965.930.267,60 6.318.549.132,40 0,00
14 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 0.00 0,00 692.400,00 692.414,00 0,00 2.016.978.657,00 -1.078.940.798,00 938.037.859,00 0,00
5 | Dinas Koperasi dan UMKM 0,00 0,00 0,00 241.500,00 241.515,00 0,00 1.893.898.918,00 -798.549.517,76, 1.095.349.400,24 0,00
Badan Perijinan Terpadu dan Pe
16 g AL e 0,00 0,00, 0,00 22.289.000,00 22.289.016,00 0,00 3.780.572.550,00/ -1.317.042.314,60 2.463.530.235,40 0,00
Dinas Pe ol Budaya dan
5| B u‘“‘" lahraga, e 0.00 0,00 0,00 22.673.000,00 138.424.804,00 0,00 16.673.276.556,00 -1.998.100.958,96/ 14.675.175.597,04 0.00
18 | Badan Kesatuan Bangss dan Politik 0,00 0,00 0,00 697.800,00 697.818,00 0,00 1.834.678.500,00 -1.031.595.918.29 803.082.581.71 0.00
19 | Satuan Polisi Pamong Praja 0,00, 0,00 0,00 1.690.000,00 1.690.019,00 0,00 3.639.276 600,00 -1.776.124.104,20 1.863.152 495,80 0,00
20 | Badan Penanggulangan Bencana Dacrah 0,00 0,00 0,00 36.179.500.00 36.179.520,00 0,00 4454 .422.100,00 -1.1B0.553.000,00 3.273.869.100,00 0,00
21 | Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 444 988 665,00 444 GRS .686,00 0,00 78.926 680 831,67 -16.788.872,980,00 62.137 B07.861,67 0,00
22 | Sekretariat DPRD 0,00, 0.00] 0,00 14.G88.260,00 14.988,282,00 0,00 13,568 733,371,00 -6.959.278,051 42 6.609.455.319,58 0,00
23 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset -15.230.000,00|  38.765.350.422,00 -2.777.528.487,40 77.155.950,00 205.869.644.506,26 50.423.602.270,97 244.690.941.558.67 5.078.006.994,12 239.612.934.564,55 44,690.402,068,15
d lkan
24 _,,1:‘!":_';“""""" Pendidiianican 0.00 0,00 0,00 5.747.000,00 5.747.024,00 0,00 4.595.638.145,00 -1.540.721.868,00 3.054.916,277,00 0,00
25 | Inspektorat Kabupaten 0,00 0,00 0,00 1.658.500,00 1.658.525,00 0,00 3.037.349.500,00 -1.373.691.429,60 1.663.658.070,40 0,00
26 | Dinas Pendapatan 0,00 0,00 0,00 413.300.100,00 26.006.499.129,96 0,00 5.943,088.813,31 -3.582.374,598,31 2.360.714,215,00 0,00
27K tan Sooko 0,00 0,00 0 502.000,00 502.027,00 0,00 3.082 857 888 89 798 841,198 80 2.284.016.690,00 0,00/
28 | Kecamatan Trowulan 0,00 0,00 0,00 735,000,00 735.028,00 0,00] 2.274.484.018,89 -667.944,083 89 1.606.539.935,00 0,00
29 | Kecamatan Puri 0,00 0,00 0,00 719.000,00 719.029,00 0,00 2.036.793 576,89 -665 067 802,89 1.371.726.774,00 [}
30 | Kecamatan Bangeal 0,00 0,00 0,00 1.887.000,00 1.887.030,00 0,00] 9 624 155.248,89 2.698.873.560,00 0,
31 | Kecamatan Gedeg 0,00 0,00, 0,00 454.000,00 454.031,00 0,00, 2.241.059 88,89 -1.215 B61.028 89 1.025.198.360,00 0,00
32 | Kecamatan Kemlagi 0.00 0,00 0,00 255.000,00 255.032,00 _000 2.990.317 266,89 -652.622.727,89 2.337.694.539,00 0,00]
33 | Kecamatan Jetis 0,00 0,00 0,00 371.000,00 371.033,00 0,00 6.446.770.076,89 -1.155.683.932,89 5.201.086.144,00 0.00]
34 | Kecamatan Dawarblandong 0, 0,00, 0,00 635.500,00 635.534,00 0, 4,137 DB6.958,89 -1.342 090.787.25 2.794.996.171,60 0,00
35 | Kecamatan Mojosari 0,00 0,00 0,00] 1.625.000. 1.625.035,00 0,00 13,071 .368 250,79 -1.757.899.086,79 11.313.469.164,00 0,00
36 | Kecamatan 0,00, 0,00] 0,00 570.000,00 570.036,00 0, 3.546,687.776,89 -1.011.668.082,89 2.535.019 694,00 0,00/
| 37 | Kecamatan Ngoro 0.00 0,00 0,00] 3.108,500,00 3.108.537,00] 0, 2.780.442 518 89 -451.006.953,89 2.329.435.565,00. 0,00,
38 | Kecamatan Kutorejo 0, 0,00 0,00 1.385.000,00 1.385.0. 0,00 4,074,013,768,89 -968 639,304,499 3.105.374.464,4 0,00
|.39 | Hecamatan Dlanggu. 0, 0,00 0,00 1.192.000,00 1.192.039,00/ 0,00 4,585 009 192,89 86206797089  3.722.941.222,00] 0,00
40 | Kecamatan Gondang 0 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.040,00 0,00 3,768,028 358,89] $1.170.560.678.89] 2507 458 710,00 0,00
4] | Kecamatan Jatirejo 0,00 0,00 0,00 1.110.000,00 1.110.041,00 0,0( 3.650.253 138 89 -1.204.217.318.89 2.446,035.820,00 0,00
42 | Kecamatan Trawas 0 0.00, 0,00 1.140.000,00 1.140.042,00 0 4.163,346.165,89 -836.778.686,35 3.326 567.479,54 0,00
43 | Kecamatan Pacet 0 0.00! 0,00 560.000,00 560.043,00 0,90 4.421.303.192,89 - 070, 3.506.273.122,00 0,00
| 44 | Kecamatan Mojoanyar 0,00 0,00 0,00 1.450.000.00 1.450,044,00 0 9.191,536.868,89 717.330.279.29] 8.474 m
45 | Kantor Ketahanan Pangan [ 0,00 0,00 23.405.000,00, 23.405,045.00 0 1.704.199 500,00 -576.229.038 46 1.127.970.46),54 0,00
| 46 | Badan Pemberdaysan Max t 0,00 0,00 0,00 8, 5218,046,00 0 1,469,598 000,00 915 265,240,00 554.332.760 g;*—g.m
47 | Kantor Perpustakaan Arsip dan Dok 0,00 0,00 0,00 650.800,00 650.847,00 0 3.153.659.500.00 -1.450.590.673,20 1.703.068.826,80
48 | Dinas Pertanian 0,00 0,00 0, 1.167.000,00 1.167.048,00 0,00 23.204.326.280,00/ -2.978 030.057,71 0.
49 | Dinas Peternakan dan Perikanan 0, 0,00 0,00 38.079.000,00 38.079.049,00 ) 72.528,00 -3.576.285 618,42 18 439,28
Dinas Kehutanan dan Petkebunan 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.050,00 0 12.157.003 740,00 -1.210.203.106,70 10.946.800.633,30
51 | Dinas Perind Perd 0.00 0,00 0,00 17.520.550,00 51.614.601,00 0,00 64,435.738.449.56 -3.409.126.058,17 61.026.612.391,39
[ -15.230, 00 38 765.350 422,00 77 AR7.4 81924490 787,98 449 198 899,323 74 50 423 602 270,97 6.226,220.047. 135,62 -1.452.435 848.826,51 %.773.784.198.309,12]
i 1 : ‘ Tk ot [l ; JLI.
1?0 e | B AN A Y e LI SN
' |Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o, 0,00 0,00 0,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan y
| 2 | ety gin Pehoki sgas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,q? 0,00 0,00 0,00 0,00
3 | Dinas Pangan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00
4 | Dinas sl dan Informatika 0.00 000 0.00 0.00 0.00. Q 0.00 0.00 £.00 0.00]
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ey % . Y m ulasi
Anct Tldak Berwulud | 4,4 Berwujud AsttLaiolti iy o | R raaan dse Lk e 5 Ui | S 06 SEbLR S| SUMLAMCEEWATIBAT KEULTAS SR ,
A 24 25 H . gg 27 T ] : u 29 30 _31' 32 g g - L W 3T )
1 | Dinas Pendidikan 257.971.552.00 -95.690 388,00 242.0636,110.111,08 -39,723.954.429,90] __ 203.074,436,845,18 1.214.806 619,063,72 0,00/ 30.414.454,00 30.414.453,00]  1.214.776.204,609,72) -214, .063,7.
| 2 | Dinas Keschatan | a3zasonooo0|  -21.725.000,00] 3,494 q 0,00 0,00 339.212.896,00 339.212.896,00 140,855,227 700,77 41.194.440 506,77
3_| RSUD Prof. Dr.Soekandar 1.241 680.000,00 -695,090.000,00 2.509.690.314,00 0,00 72.000.000,00] 8.226.255.920,98 £.208,255.920,98 01,387 ,088,944,74 99,685,344 865,72
| 4 | RSUD RA. Basuni 196142 000,00 -346.041.000,00] LB 0 39.000.000,00. 2.270.046.765,00 2.309.046 765,00 28,379.796.360,00 40,688,843,
Dinas PU Pengairan 0,00 0,00 303.473 687,50, 0,00 0,00 3 482.635,00 3.482.635,00, 339.480,656.314,77 138,949,797
& | Dinas PU Bina Marga 0,00 0,00 24,900 014,00 0,00 2,483 177 874.103,52| 0,00, 7.966.194,00 7.966.194,00 2.483 169 907 909,52 2.483.177.874.103,52|
7 | Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 0.00 0,00 33.492.598,905,35 0.00 0,00 16.102.272,00 16.102.272,00 231.314,303.012,61 231.330.405.284.61
8 ;“‘“‘um"’“m Pembasguins 3.138.190.900,00 -3.125.861.275,00 400.832.,000,00. 0.00 0,00 827.130,00 827.130,00 1.629.368 063,00 1.630.195.193.00
9 lnu‘“”nm"::;‘“‘“‘“' Kemuntkas] dan 0,00 0.00 324.238.050,00 0.00 5.397.999.08 13.506.913,00 18.904.912,08 53.193.766.451,19 53.212.671.363.27
=
[ 10 | Badan Lingkungan Hidup 1.142 902 000,00 -801.917 750,00 234 065 000,00, 0,00 0,00 7.386.515,00 7.386.515,00 7.546.359 596,60 7.553.746.111,60
:“‘"! s i 43.950.000,00 -32.962.500,00 520.674.011,00 0,00 0,00 12.890.070,00 12.890.070,00 4.098.934,188,55 4.111.824.258,55
Badan Pemberdayaan
I i Fersrguan;dia 500.000,060 -375.000,00 244.888.732,09 0.00 0,00/ 4.176.798,00 4,176.798,00 7.276.758.772,88 7.280.935,570.88,
Dinas Sosial 0,00 0,00] 61.532.000,00 0,00 0,00/ 2.111.532,00 2.111.532,00] 6,196.390.163,40 6.308 501.895,40,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0.00 0.00 65.866.779.00 0.00 0.00] 144.452,00 144.452,00/ 1.004.452.600,00| 1.004.597,052,00|
Dinas Koperasi dan UMKM 0, 0,00 57.074.553,00 0,00 0,00 3.127.219.00 3.127.219,00 1.149.538 249,24 1.152.665 468,24
Badan Perijinan Terpadu dan
esaren el 61.821.000,00 -51.021.000,00 36.560,000,00 0.00 0,00 5.973.200,00 5.973.200,00 2.527.206.051,40 2.533.179.251,40
,m“"l ; P;"'“" Olakrngs, Rudiys dsa 27.000.000,00 -20.250.000,00 155.238.001,00 0,00 0,00, 982.686,00 982.686.00 14.974.605.716,04 14.975.588.402,04
18 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 0,00 43.654.048,00 0,00 0,00 1.407.865,00 1.407.865,00 845.026.582,71 846434 447,71
| 19 | Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 0,00 409,849 004,00 0,00 0,00 3.626.300,00 3.626.300,00 2.271.065 218,80 2.274.69] 518,80
20 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 0,00 15,485.000.00 0,00/ 0,00 4.337.709,00 4.337.709.00 3.321.195911,00 3.325.533.620.00
Sekretariat Dacrah 337.972 980,00 -306.494 485,00 3.522.085.401.33 0,00 66.136 360.444,00 0,00 15.228.756,00 15,228 756,00 66.121.131.688,00 66.136.360.444,00
Sekretariat DPRD $5.600 000,00 -13.900.000.00; 85].553.950,00 0,00, 0,00 19.056.177,00 19.056.177,00 7.498.641.374,58 7.517.697.551,58)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 158.954.600,00 -93.975.950,00 1.435.041.836,00 0,00 0,00 3.254.326.375,00 3.254.326.375,00 628 842.277.520,93 632.096.603.895,93
pl::;:::"‘“ 7 ORIl o 233.135.000,00 -207.230.000,00 40,625.000,00 0,00 0,00 42.014.402,00 42.014.402,00 3.075.178,899,00 3.117.193.301,00
| 25 | Inspektorat Kabupaten 49.500,000,00 -49.500.000,00 40,147,500,00, 0,00 0.00 4.846,475,00 4.846,475,00 L700.617.620.4 705.463.095,40
| 26 | Dinas Pendapatan 45.430.000,00 -45,430.000,00 168.145.500,00 0,00 0,00 4.528.898,00 4.528.898,00 8.530,829.946,96 8.535.358 844,96
|27 | Kecamatan Sooko 0,00 450.000,00 0,00 0.00 948,800,00 948,800,00 2.285.019.917,00 2.285.968.717,00,
|28 | Kecamatan Trowulan 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 1.000.800,00 1.000.800,00] 1.606,274,177, 607.274.977
| 20 | Kecamatan Puri 0,00 0,00 24,950,000,00, 0,00 _24,950.000,00 1.397.395,803,00 0,00 958.426,00 958.426,00 1.396.437.377, 1.397.395,803,00]
30 | Kecamatan Bangsal 0,00 0,00 77.715.000,00 0,00 0,00 845,734,00 B45.734,00 2.777.629.856,00 2.778.475 590,00,
31 | Kecamatan Gedeg 0.00 0,00, 7 0.00 0,00 396,100,00 3596.100,00 1.032 856.291,00 1.033.252.391,00
LI ST 0,00 0,00 54.075.001,00 0,00 0,00 1.299.900,00 1.299.900,00] 2390724672000  2.392.024.572.00)
Kecamatan Jetis 0,00 0,00 6.150.000,00 0,00 00 5.297.607.177,00 0,00 1.452.113,00 1.452.113,00 5 296.155.064,00 5.297.607.177,00
| Kecamatan Dawarblandong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.414.758,00 2414 758,00} 2.793.216,947,60 2.795.631.705,60
Kecamatan Mojosasi 0.00 0,00 25.050.017.00 0,00 0,00 872.371,00 872 371,00 11.339.271 845,00 11.320,144.216,00
| Kecamatan Pungging 0,00 0,00, 29.640.334.78 0,00 0,00 472.420,00 472.420,00 2.564,757.744,78 2.565.230.164,78
| Kecamatan Ngoro 0,00 0,00 30.854.75],00 0,00 0,00 2.856 784 00 2.856.784,00 2.360.542.069,00] 3
| Kecamatan Kutorejo 0.00 0,00, 16,806 000,00 0,00 0,00 308.500,00 308.500,00 4
| Kecamatan Dlanggu 0,00 0,00] 1.800, 0,00 0,00 920.566,00 920 566,00 725012 695
Kecamatan Gondang 0,00 0,00 21,529, 0,00, 0,00 1.020.601,00 1020601000  2.621.267.649.001  2.622.288,250.00/
Kecamatan Jatircjo 0,00 0,00 6.750,000,00 0,00 0,00 1,016 700,00 1.016.700,00 2452 B79 161,00 2.453.805 861,00
Kecamatan Trawas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.500,00/ 1.030.500,00 3.326,677.021,54] 3.327.707.521,54
Kecamatan Pacet 0,00 0,00 70.350,000,00 0, 70,350, 0,00 1.114 486,00 1.114 486,00 576, 79 77.183.16
Kecamatan Mojoanyar 0,00 0.00 63.966,500,00 uml i 0,00, 900.000,00 900.000,00 8.536.723,133.60f  8.539.623.133,60]
| Kantor Ketahanan Pangan 0,00 0,00 _35.000,000,00 0,00] .000.000, 0,00 721.100,00] 721.10000] 1185634406541  1.186375.506,54]
Badan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0.00, 0,00] 0,00 239.529,00 239.529,00 794.123.277,00 794.362.806,00|
Kantor Perpustakaan Arsip dan Dok 0,00 0,00 41.450.000,00 0,00 0,00 4.321.553.00 4.321.553,00 1.740.848 120,80 1.745.169.673,80
Dinas Pertazian 0,00, 0,00 2. 0,00 0,00] 6.045,354,00 6,045.354,00 71.770,29
Dinas Peternakan dan Perikanan 0,00 0,00 23 0,00 0,00 434.818.00 43581800/ i
Dinas Kehutanan dan Perkebunan 0,00 0,00 38.690.000,00 0,00 0,00 4.291.500,00 4.291.500,00 10.985.491 683,30
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0.00 0.00 25.134.451,00 0,00 0,00 13.603.811.00 13.603.811.00 61.089.757.632,39 61.103.361.443,39
5.907 464 348,00 293,749,024,751,61 -39.723.954.429,90]  300.142.208,073,86, 5.573.54407 977,69 116,397 999.08] 14,343 467,832 98 14,459 865832, 06] 5 559.080.042.145,63 5.573.548.907.977,69
P k. == = — e = RIE TE g -.—.;— 5= = s > — = == "?‘=’I
: ; <35 e i . i
i PRI S Bt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
? v k dan Perhubungan 0,00 0,00 i 0,00 0,00 0,00 0,00
| 3 | Dinas Pangan dan Perlkanan 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00/ 0,00]
L 9 | Dinas K ikasi dan [nformatika 0.00 0.00 0 0.00] 0, 0.00]
BUPATI M TO,
MUSTOF PASA



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENCATATAN SALDO AWAL
ENTITAS AKUNTANSI TAHUN ANGGARAN 2017
AKIBAT PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG BERUBAH NOMENKLATUR

Nomenklatur Perangkat Daerah
Berdasarkan PP 41 Tahun 2007

Nomenklatur Perangkat Daerah
Berdasarkan PP 18 Tahun 2016

Badan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

2

Berencana dan PemberdayaanPerempuan
3 |Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja
4 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Menengah

(O » = 7 dels . -

§ |Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal }L?ilrr‘\::, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
6 |Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata |Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
7 |Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
8 [Dinas Pendapatan Badan Pendapatan
9 |Badan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10 |Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA PASA




LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENCATATAN SALDO AWAL ENTITAS AKUNTANSI
TAHUN ANGGARAN 2017 AKIBAT PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKUKAN PENJURNALAN

1. JURNAL ATAS MUTASI PIUTANG

Perangkat Daerah
Berdasarkan PP 41 Tahun 2007
Yang Memberi

No

Perangkat Daerah
Berdasarkan PP 18 Tahun 2016
Yang Menerima

1 |Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Perhubungan

2 JURNAL ATAS MUTASI PENYISIHAN PIUTANG

Perangkat Daerah
Berdasarkan PP 41 Tahun 2007
Yang Memberi

No

Perangkat Daerah
Berdasarkan PP 18 Tahun 2016
Yang Menerima

1 |Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika

3 JURNAL ATAS MUTASI PERSEDIAAN

Perangkat Daerah
Berdasarkan PP 41 Tahun 2007
Yang Memberi

Perangkat Daerah
Berdasarkan PP 18 Tahun 2016
Yang Menerima

1 [Dinas PU Pengairan

2 |Dinas PU Bina Marga

3 |Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4 |Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Perhubungan

5 [Kantor Ketahanan Pangan

[}

Dinas Peternakan dan Perikanan

Dinas Pangan dan Perikanan

7 |Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Dinas Pertanian

4, JURNAL ATAS MUTASI ASET TETAP

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

No Berdasarkan PP 41 Tahun 2007 Berdasarkan PP 18 Tahun 2016
Yang Memberi Yang Menerima
1 2 3

1 |Dinas PU Pengairan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2 |Dinas PU Bina Marga

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3 |Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika

4 |Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Perhubungan

Dinas Komunikasi dan Informatika




5 |Kantor Ketahanan Pangan

Dinas Pangan dan Perikanan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

6 |Dinas Peternakan dan Perikanan

Dinas Pangan dan Perikanan

Dinas Pertanian

7 |Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dinas Pertanian

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

8 |Sekretariat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika

9 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika

5. JURNAL ATAS MUTASI ASET LAIN-LAIN

Perangkat Daerah
Berdasarkan PP 41 Tahun 2007
Yang Memberi

No

Perangkat Daerah
Berdasarkan PP 18 Tahun 2016
Yang Menerima

1 |Dinas PU Pengairan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2 |Dinas PU Bina Marga

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3 |Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

4 |Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikan
Perhubungan
5 |Kantor Ketahanan Pangan Dinas Pangan dan Perikanan
6 |Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Pangan dan Perikanan
7 |Dinas Kehutanan dan Perkebunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8 |Sekretariat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

6. JURNAL ATAS MUTASI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Perangkat Daerah
Berdasarkan PP 41 Tahun 2007
Yang Memberi

No

Perangkat Daerah
Berdasarkan PP 18 Tahun 2016
Yang Menerima

1 |[Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika

7. JURNAL ATAS MUTASI UTANG BEBAN

No Perangkat Daerah . Perangkat Daerah
Berdasarkan PP 41 Tahun 2007 Berdasarkan PP 18 Tahun 2016
Yang Memberi Yang Menerima
1 |Dinas PU Pengairan : 3
= z Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2 |Dinas PU Bina Marga
3 |Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Lingkungan Hidup
- N aha e at, K. naqn P k g
4 |Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikan B Bchtieht ROl IS s aa S f
Perhubungan
oL IMIREE R e Pangan. Dinas Pangan dan Perikanan
6 |Dinas Peternakan dan Perikanan
7 |Dinas Kehutanan dan Perkebunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

BUPATI MOJOKERTO,
A

MUSTOF AL PASA




LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENCATATAN SALDO AWAL
ENTITAS AKUNTANSI TAHUN ANGGARAN 2017 AKIBAT
PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Format Berita Acara Serah Terima

BERITA ACARA SERAH TERIMA
TN T T T R L e O

Pada hari ini wessssssvees taneedal wessosmsmeersn bulat seemmaomsisims tahun
Dua Ribu Tujuh Belas,kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama
NIP
Jabatan
Unit Kerja
(Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu yang menyerahkan)
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah menyerahkan Aset
Lancar/Aset Tetap/Aset Lainnya/Kewajiban kepada:
Nama :
NIP
Jabatan
Unit Kerja
(Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua yang menerima)
Dengan ini Pihak Kesatu menyerahkan Aset Lancar/Aset Tetap/Aset
Lainnya/Kewajiban kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima
penyerahan dari Pihak Kesatu dengan data sebagai berikut/sebagaimana
terlampir:
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua Pihak Kesatu
Yang Menerima Yang Menyerahkan
.................... Nama,..ssvsavavisve sspusvewnsss s DB s v vs ssvinnnves
MIP, v crenmimisusvsmesmns savesspnsur ane NP, corsuvermmensenpsmiamias suasssnsnen
Mengetahui,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto
Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah

BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOF AL PASA



